
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK 
SALINAN 

 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 31 TAHUN 2012 

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  

NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN 

SOSIAL  PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN TIDAK MAMPU DI 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN 

TRENGGALEK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang :  bahwa agar pelaksanaan penyaluran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek 

untuk bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi pasien 

tidak mampu yang tidak ditanggung dalam program 

JAMKESMAS, JAMPERSAL, JAMPETHAL dan 

JAMKESMASDA di Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

SOEDOMO Kabupaten Trenggalek agar dapat berjalan 

dengan tertib, lancar dan bertanggungjawab, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan 

Kesehatan Bagi Pasien Tidak Mampu di Rumah Sakit 

Umum Daerah  dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek; 

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran  Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor  41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

8. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan       (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5072); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 450); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

694); 

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 

2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di 

Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur 

Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 

Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 

Seri E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 

Seri D); 

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 

Seri A); 

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 120 Tahun 2011 

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah 

Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten 

Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 14 Seri D); 

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita 

Daerah Kabupaten Trenggalek  Tahun 2012 Nomor 1 

Seri E); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :PERATURAN    BUPATI    TENTANG  PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 21 

TAHUN 2012  TENTANG TATA    CARA    PEMBERIAN  

BANTUAN   SOSIAL      PELAYANAN KESEHATAN BAGI 

PASIEN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK. 

 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek  

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian 

Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Tidak 

Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah  dr. SOEDOMO 

Kabupaten Trenggalek  (Berita Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2012 Nomor 9 Seri E) diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 13 ditambah 2 (dua) ayat sehingga 

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 13 

 

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian 

bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan di RSUD 

dr. SOEDOMO bersumber dari APBD.  

(2) Pengajuan klaim yang dilakukan pada Tahun 

Anggaran 2012 sebelum berlakunya Peraturan Bupati 

ini,  diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan 

berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 89 

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan 

Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Tidak Mampu 

di Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO 

Trenggalek Tahun Anggaran 2011. 
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(3) Pelayanan Bantuan Sosial yang dilaksanakan pada 

bulan Desember dapat diajukan klaim pencairan 

paling lambat pada tanggal 30 Desember. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Trenggalek. 

 

 

Ditetapkan di Trenggalek 

                                                          pada tanggal   30 Maret  2012 

            BUPATI TRENGGALEK, 

 TTD 

                   MULYADI WR 

 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal  30  Maret  2012 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK, 

               TTD 

           SUKIMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 9 

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
                                         KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

   ANIK SUWARNI, SH, MSi 
   Pembina Tingkat I (IV/b) 
   Nip . 19650919 199602 2 001 

 


